SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan dan Belanja daerah Tahun Anggaran
2019, menjelaskan Program dan Kegiatan yang
dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat earmark DBH-
SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam
rangka otonomi khusus, DBH-AR, DAK dan/atau
DAK Tambahan, Dana Otonomi Khusus, Dana
Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan
Papua Barat, Dana Keistimewaan DIY, Dana
Darurat, Bantuan keuangan yang bersifat khusus
dan dana pelaksanaan kegiatan dalam keadaan
darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum
cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam
APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan
Peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan
cara mengubah Peraturan Kepala daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD, selanjutnya
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

Mengingat ;1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 251);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3898);



10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4187);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelengaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75
Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan
Kesehatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah;



Menetapkan

19. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada
Pemerintah daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang
Pariaman Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PADANG
PARIAMAN NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 20109.

Pasal 1
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, diubah dan harus

dibaca sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Rp. 100.249.901.104,00
Daerah
b. Dana Perimbangan Rp. 1.176.016.544.000,00
c. Lain-lain Pendapatan 271.799.051.455,00
Yang Sah Rp.
Jumlah Pendapatan Rp. 1.548.065.496.559,00
2. Belanja
a. Belanja Tidak Rp. 889.494.965.017,45
Langsung

b. Belanja Langsung Rp. 642.991.259.178,40
Jumlah Belanja Rp. 1.532.486.224.195,85
Surplus/ (Defisit) Rp. 15.579.272.363,15

3. Pembiayaan Netto
a. Penerimaan Rp. 1.920.727.636,85
b. Pengeluaran Rp. 17.500.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp. (15.579.272.363,15)

Sisa Lebih Pembiayaan
(SILPA) tahun Rp. 0,00
berkenaan



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya
dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 Desember 2019
BUPATI PADANG PARIAMAN,
dto
ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI
BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

Pembln (Iv/a)
NIP 19801117 200501 1 002



